
B U P A T I GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N B U P A T I GORONTALO UTARA 

NOMOR \ 202Af 

TENTANG 

P E N G E M B A N G A N ANAK US IA DINI H O L I S T I K - I N T E G R A T I F 
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B U P A T I GORONTALO UTARA, 

a. bahwa kua l i t as sumber daya m a n u s i a 

d imula i sejak u s i a d in i sehinga perlu menjamin 

pemenuhan h a k tumbuh kembang a n a k sejak 

u s i a d in i ; 

b. bahwa u n t u k menjamin pemenuhan h a k 

t u m b u h kembang a n a k u s i a d in i di Kabupaten 

Gorontalo U ta ra , d iper lukan upaya peningkatan 

kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, 

per l indungan, kesejahteraan, dan rangsangan 

pendidikan yang d i l akukan secara s imul tan , 

s istematis , menye luruh, terintegrasi, dan 

berkes inambungan; 

c. bahwa dalam rangka menjamin kepast ian h u k u m 

terhadap pemenuhan h a k anak sebagaimana 

d imaksud pada h u r u f a , per lu d iatur da lam 

peraturan Bupa t i ; 

d. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud da lam h u r u f a, h u r u f b, dan h u r u f c, 

perlu menetapkan Peraturan Bupa t i tentang 

Pengembangan A n a k U s i a D i n i Holistik-Integrati f 

ts
 | 

BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 
NOMOR | 2024 

TENTANG 

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF 

Menimbang 

NO PENGELOLA 

| Kepala Dinas 
Pendidikan 

2 Kabag. Hukum 

V 
3 Asisten 

£ 

4 Sekda 

Untuk 
5 Bupati ditanda 

tangani” j 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

bahwa kualitas sumber daya manusia 

dimulai sejak usia dini sehinga perlu menjamin ' 

pemenuhan hak tumbuh kembang anak sejak 

usia dini : 

bahwa untuk menjamin pemenuhan hak 

tumbuh kembang anak usia dini di Kabupaten 

Gorontalo Utara , diperlukan upaya peningkatan 

kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, 

perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan 

pendidikan yang dilakukan secara simultan, 

sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan 

berkesinambungan, 

bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum 

terhadap pemenuhan hak anak sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam 

peraturan Bupati, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif



B U P A T I GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N B U P A T I GORONTALO UTARA 

NOMOR [ 202^ 

TENTANG 

P E N G E M B A N G A N ANAK US IA DINI H O L I S T I K - I N T E G R A T I F 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPAT I GORONTALO UTARA, 

Menimbang : a . bahwa kua l i t as sumber daya m a n u s i a 

d imula i sejak u s i a d in i sehinga perlu menjamin 

pemenuhan h a k t u m b u h kembang anak sejak 

u s i a d i n i ; 

b. bahwa u n t u k menjamin pemenuhan h a k 

t u m b u h kembang a n a k u s i a d in i di Kabupaten 

Gorontalo U ta ra , d iper lukan upaya peningkatan 

kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, 

per l indungan, kesejahteraan, dan rangsangan 

pendidikan yang d i l akukan secara s imul tan , 

s istematis , menye luruh, terintegrasi, dan 

berkes inambungan; 

c. bahwa da lam rangka menjamin kepast ian h u k u m 

terhadap pemenuhan h a k anak sebagaimana 

d imaksud pada h u r u f a , perlu d ia tur da lam 

peraturan Bupa t i ; 

d . bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud da lam h u r u f a , h u r u f b, dan h u r u f c, 

perlu menetapkan Peraturan Bupa t i tentang 

Pengembangan A n a k U s i a D in i Holistik-Integratif 

Kadi£ 
Penpidikan 

Kabag Hukum Asisten Sekda 

BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR ( 2024 

TENTANG 

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

bahwa kualitas 

dimulai sejak usia dini sehinga perlu menjamin 

sumber daya manusia 

pemenuhan hak tumbuh kembang anak sejak 

usia dini : 

bahwa hak 

tumbuh kembang anak usia dini di Kabupaten 

untuk menjamin pemenuhan 

Gorontalo Utara , diperlukan upaya peningkatan 

kesehatan, gizi, 

perlindungan, kesejahteraan, 

perawatan, pengasuhan, 

dan rangsangan 

pendidikan yang dilakukan secara simultan, 

sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan 

berkesinambungan, 

bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum 

terhadap pemenuhan hak anak sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam 

peraturan Bupati, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif 

Kabag Hukum 

| 
Asisten Sekda 

| 



Mengingat: 1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-undang Dasa r Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2002 

tentang Per l indungan Anak (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2002 Nomor 

109, T a m b a h a n lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

d iubah dengan Undang-undang Nomor 35 

T a h u n 2014 tentang Perubahan a tas Undang-

Undang Nomor 23 T a h u n 2002 tentang 

Per l indungan Anak (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2002 Nomor 109, Tambahan 

lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

(4235); 

3 . Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2003 

tentang S is tem Pendidikan Nasional (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4301) ; 

4. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Gorontalo U ta ra di 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2007 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Nomor 4687) ; 

5. Undang-Undang Nomor 52 T a h u n 2009 

tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2009 Nomor l61 , 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5080) ; 

6. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 7, T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5495) ; 

PfDdidikan 
Kabag Hukum Asisten Sekda 

=E 

Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Tahun 2002 

(Lembaran 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

Republik 

sebagaimana telah 

Nomor 23 

tentang Perlindungan Anak 

Negara 

109, Tambahan lembaran Negara 

4235) 

diubah dengan Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- 

23 Tahun 2002 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Indonesia Nomor 

Undang Nomor tentang 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

(4235), 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2003 

(Lembaran 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301), 

Negara 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Nomor 4687), 

Tahun 2009 

tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Undang-Undang Nomor 52 

Pembangunan Keluarga 

Republik 

(Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2009 Nomor161, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5080), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 7, 

Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 

Tambahan Lembaran 

Kaflis 

Pendidikan 

Kabag Hukum 

L 

Asisten Sekda 

7 
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7. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244 , Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana te lah d iubah beberapa ka l i 

terakhir dengan Undang-undang nomor 6 t a h u n 

2023 tentang penetapan Pera turan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2022 

tentang Cipta Ker ja menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2023 Nomor 4 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 6541) ; 

8. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2023 Tentang 

Kesehatan ( Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6887 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 T a h u n 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendid ikan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2010 Nomor 23 , T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5105) 

sebagaimana telah d iubah Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 T a h u n 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 T a h u n 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2010 Nomor 112, T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5157) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 T a h u n 2018 

tentang Standar Pe layanan Min imal (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 2, 

T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 6178) ; 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 57 T a h u n 

2021 tentang S tandar Nasional Pendidikan 

Ka di l 
PeMidikan 

Kabag \ [ukum Asisten Sekda 

4^ 

10. 

11. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 

2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6541), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang 

Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6887 ), 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Republik 5105) 

sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Negara Indonesia Nomor 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5157), 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178), 

Peraturan 

2021 

S7 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

Pemerintah Nomor Tahun 

Kadi 

Peyididikan 

Kabag Hukum 

| 

Asisten Sekda 

Ke | 
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(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2 0 2 1 Nomor 87 , Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia 6676) sebagaimana telah 

d iubah dengan Pera turan Pemerintah Nomor 4 

T a h u n 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 T a h u n 2 0 2 1 Tentang 

S tandar Nasional Pendid ikan (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2022 Nomor 14, 

T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 6762 ) ; 

12. Peraturan Presiden Republ ik Indonesia Nomor 

60 T a h u n 2013 tentang Pengembangan Anak 

U s i a D in i Holist ik- Integratif (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2013 Nomor 146); 

M E M U T U S K A N : 

M E N E T A P K A N : PERATUI?AN B U P A T I TENTANG P E N G E M B A N G A N 

ANAK US IA DINI H O L I S T I K - I N T E G R A T I F . 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da lam Peraturan Bupa t i in i yang d imaksud dengan: 

1. Anak U s i a D in i ada lah a n a k sejak j a n i n da lam kandungan sampai 

dengan u s i a 6 (enam) t a h u n yang dikelompokan atas j a n i n da lam 

kandungan sampa i lahir , l ah i r sampa i dengan u s i a 28 (dua p u l u h 

delapan har i ) , u s i a 1 (satu) sampa i dengan 24 (dua p u l u h empat 

bulan) , dan u s i a 2 (dua) sampai 6 (enam) t a h u n . 

2. Pengembangan Anak U s i a D in i Holistik-Integrati f yang se lanjutnya 

disebut PAUD-HI ada lah upaya pengembangan anak u s i a d in i yang 

d i l akukan u n t u k memenuhi kebu tuhan esensia l anak yang beragam 

dan sal ing terkai t secara s t imulan , s istematis , dan terintegrasi. 

PendHikan 
Kabag Hukum Asisten Sekda 

T 

12. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 6676) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6762), 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak 

Usia Dini Holistik- Integratif (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146), 

MEMUTUSKAN : 

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN 

ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai 

dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokan atas janin dalam 

kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh 

delapan hari), usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat 

bulan), dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun. 

2. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya 

disebut PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam 

dan saling terkait secara stimulan, sistematis, dan terintegrasi. 

Kabag Hukum | Asisten Sekda 
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3. Sa tuan Pendidikan ada lah kelompok l ayanan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendid ikan pada j a l u r formal, nonformal, dan 

informal pada setiap jen jang dan j en i s pendidikan. 

4. Daerah ada lah Kabupaten Gorontalo Utara . 

5. Pemerintah Daerah ada lah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara . 

6. Bupa t i ada lah Bupa t i Gorontalo Utara . 

7. Pemerintah Desa ada lah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 

u n s u r penyelenggara Pemerintah Desa. 

Pasa l 2 

(1) Maksud d i te tapkannya Pera turan Bupa t i in i ada lah sebagai pedoman 

dalam penyelenggaraan pengembangan PAUD-HI . 

(2) Tu juan d i te tapkannya Pera turan B u p a t i in i ada lah terselenggaranya 

layanan PAUD-HI g u n a mewujudkan anak yang sehat, cerdas, cer ia 

dan berakh lak mu l i a . 

B A B I I 

A R A H K E B U A K A N 

Pasa l 3 

(1) Arah kebi jakan pengembangan Anak U s i a Din i d i l a k u k a n secara 

Hol ist ik Integratif. 

(2) Arab kebi jakan pengembangan Anak U s i a D in i sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), d i l akukan mela lui : 

a. peningkatan akses , pemerataan dan berkes inambungan 

ser ta kelengkapan j en i s pe layanan PAUD-HI ; 

b. peningkatan kua l i t a s penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI ; 

c. peningkatan koordinasi dan ke i j a sama l in tas sektor kemi t raan 

antar ins t i tus i pemerintah, lembaga penyelenggaran layanan , dan 

organisasi terkait ba ik lokal , nas iona l , m a u p u n in temas iona l ; dan 

d. penguatan kelembagaan dan dasar h u k u m serta pel ibatan 

masyaraka t t e rmasuk d u n i a u s a h a dan media m a s s a da lam 

penyelenggaraan PAUD- H I . 

Kadis / 
Pendidikan 

Kabag Hukum Asisten Sekda 

1/ 

3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan 

informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. 

NN
 
N
a
 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 

dalam penyelenggaraan pengembangan PAUD-HI. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya 

layanan PAUD-HI guna mewujudkan anak yang sehat, cerdas, ceria 

dan berakhlak mulia. 

BAB II 

ARAH KEBIJAKAN 

Pasal 3 

(1) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara 

Holistik Integratif. 

(2) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: 

a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan 

serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI, 

b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI, 

Cc. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan 

antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggaran layanan, dan 

organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional, dan 

d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan 

masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam 

penyelenggaraan PAUD- HI. 

Kadis Kabag Hukum | Asisten Sekda 



B A B I I I 

RUANG L I N G K U P 

Pasa l 4 

Ruang l ingkup Pera turan Bupa t i i n i ada lah : 

a . PAUD-HI ; 

b. strategi dan s a s a r a n ; 

c. tugas dan tanggung j awab ; 

d. penyediaan l a yanan PAUD-HI d i s a t u a n pendidikan; 

e. gugus tugas; 

f. peran serta masyaraka t ; 

g. pembiayaan; 

h . penghargaan; dan 

i . pembinaan dan pengawasan. 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pengembangan 

A n a k U s i a D in i Hol ist ik Integratif; 

(2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) dengan cara : 

a. me laksanakan pelayanan pengembangan a n a k u s i a d in i ; 

b. me l akukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pe layanan: 

c. m e l a k u k a n superv is i a tas kegiatan pengembangan a n a k u s i a d ini ; 

d. me l akukan advokasi ; 

e. member ikan pelat ihan kepada penyelenggara dan/a tau 

tenaga pe layanan; dan 

f. m e l a k u k a n eva luas i dan pelaporan. 

(3) Da lam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana d imaksud 

pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi l ayanan berupa: 

a . pendidikan; 

b. kesehatan dan gizi; 

c. kese jahteraan; 

d. pengasuhan; 

e. per l indungan; 

B A B IV 

PAUD-HI 

Pasa l 5 

KacUs 
Perpidikan 

Kabag Hukum Asisten Sekda 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: 

PAUD-HI , 

strategi dan sasaran, 

H
a
 

m
n
 

A
O
 

p
h
 « 

(1) 

tugas dan tanggung jawab, 

penyediaan layanan PAUD-HI di satuan pendidikan, 

gugus tugas, 

peran serta masyarakat, 

pembiayaan, 

. penghargaan, dan 

pembinaan dan pengawasan. 

BAB IV 

PAUD-HI 

Pasal 5 

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pengembangan 

Anak Usia Dini Holistik Integratif: 

(2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dengan cara: 

a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini, 

b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan: 

9 

f. 

melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini, 

melakukan advokasi: 

memberikan pelatihan kepada penyelenggara 

tenaga pelayanan, dan 

melakukan evaluasi dan pelaporan. 

dan/atau 

(3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa: 

a. 

b. 

Cc. 

pendidikan, 

kesehatan dan gizi, 

kesejahteraan, 

pengasuhan, 

perlindungan, 
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f. pemberdayaan. 

(4) L a y a n a n Pendidikan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u r u f a 

meliputi : 

a . l ayanan pengembangan anak sesua i s tandar pencapaian 

perkembangan anak ; 

b. pendid ikan karakter dan penerapan dis ip l in positif; dan 

c. Nomor Pokok S a t u a n Pendid ikan Nasional (NPSN) dan Da ta 

pokok peserta didik (Dapodik) PAUD dan Pendid ikan Masyarakat 

(Dikmas) . 

(5) Layanan kesehatan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u r u f b 

mel iputi : 

a . Memberikan fasi l i tasi u n t u k me l akukan Deteks i D in i T u m b u h 

Kembang (DDTK) ; dan 

b. Pemberian gizi dan pemberian v i tamin. 

(6) Layanan Kesejahteraan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u r u f c 

da lam bentuk: 

a . per l indungan; 

b. rehabi l i tas i u n t u k anak yang mengalami k a s u s kekerasan , 

a t au penelantaran; dan 

c. penyu luhan kepada orang t u a dan anak . 

(7) Layanan pengasuhan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u r u f d 

da lam bentuk penyu luhan kepada orang t u a dan pemerintah desa 

tentang h a k anak u n t u k mendapatkan pengasuhan anak . 

(8) Layanan per l indungan sebagaimana dimaiksud pada ayat (3) h u r u f e 

da lam bentuk: 

a . penyu luhan tentang j a m i n a n keamanan ; dan 

b. per l indungan h u k u m dar i penelantaran dan kekerasan terhadap 

anak . 

(9) Pemberdayaan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u r u f f da lam 

bentuk: 

a . penyu luhan tentang j a m i n a n keamanan ; 

b. per l indungan h u k u m dari penelantaran dan kekerasan terhadap 

anak ; dan 

c. peningkatan kapas i tas dan ja r ingan kelembagaan. 

Kadi / 
Pen^dikan 

Kabag Hukum Asisten Sekda 

-H V -ir-

f. pemberdayaan. 

(4) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

meliputi: 

a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian 

perkembangan anak, 

b. pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif, dan 

c. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan Data 

pokok peserta didik (Dapodik) PAUD dan Pendidikan Masyarakat 

(Dikmas). 

(5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

meliputi: 

a. Memberikan fasilitasi untuk melakukan Deteksi Dini Tumbuh 

Kembang (DDTK), dan 

b. Pemberian gizi dan pemberian vitamin. 

(6) Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 

dalam bentuk: 

a. perlindungan, 

b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, 

atau penelantaran, dan 

c. penyuluhan kepada orang tua dan anak. 

(7) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 

dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah desa 

tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan anak. 

(8) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e 

dalam bentuk: 

a. penyuluhan tentang jaminan keamanan, dan 

b. perlindungan hukum dari penelantaran dan kekerasan terhadap 

anak. 

(9) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam 

bentuk: 

a. penyuluhan tentang jaminan keamanan, 

b. perlindungan hukum dari penelantaran dan kekerasan terhadap 

anak, dan 

c. peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan. 
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B A B V 

S T R A T E G I DAN SASARAN 

Pasa l 6 

(1) Strategi pe laksanaan PAUD-HI pada sa tuan pendid ikan d i l aksanakan 

secara terkoordinasi dengan semua l in tas sektor sesua i tugas pokok 

dan fungsi masing-masing. 

(2) Strategi pe laksanaan PAUD-HI pada sa tuan pendidikan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l a k u k a n mela lui : 

a . pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat , penyelenggara, 

dan tenaga pe l ayanan ; 

b. penyediaan layanan yang merata, ter jangkau dan berkual i tas ; 

c. menanamkan n i la i -n i la i agama dan budaya; 

d. peningkatan peran serta dan part is ipas i tokoh agama, tokoh adat, 

dan masyaraka t pada u m u m n y a ; 

e. kemi t raan dengan akademis , dun i a u s a h a , d u n i a indust r i , 

organisasi mi t ra dan organisasi profesi; dan 

f. meningkatkan komitmen, koordinasi , dan ker jasama antar 

ins tans i pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan 

organisasi terkait . 

(3) Strategi PAUD-HI pada sa tuan pendidikan dengan menerapkan: 

a . s tandar pe layanan m in ima l bidang pendidikan a n a k u s i a d in i 

sesua i dengan peraturan perundang-undangan; dan 

b. penyediaan layanan pendidikan a n a k u s i a d in i pal ing sedikit 1 

(satu) desa terdapat 1 (satu) sa tuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan anak u s i a d in i Hol ist ik Integratif. 

Pasa l 7 

(1) S a s a r a n PAUD-HI pada sa tuan pendid ikan di Kabupaten 

Gorontalo U ta ra , ada lah : 

a . masyarakat , t e rutama orang t u a dan ke luarga yang mempunya i 

a n a k u s i a d ini ; 

b. s a tuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan a n a k 

u s i a d in i ba ik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

Daerah m a u p u n masyarakat ; 

c. pendidik dan tenaga kependidikan pada sa tuan pendidikan yang 
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BAB V 

STRATEGI DAN SASARAN 

Pasal 6 

(1) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan dilaksanakan 

secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok 

dan fungsi masing-masing. 

(2) Strategi pelaksanaan  PAUD-HI pada satuan pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. pendidik “dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, 

dan tenaga pe layanan, 

penyediaan layanan yang merata, terjangkau dan berkualitas, 

menanamkan nilai-nilai agama dan budaya, 

. peningkatan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, 

dan masyarakat pada umumnya, 

kemitraan dengan akademis, dunia usaha, dunia industri, 

organisasi mitra dan organisasi profesi, dan 

meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar 

instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan 

organisasi terkait. 

(3) Strategi PAUD-HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan: 

a. 

b. 

standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan 

penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 

(satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan anak usia dini Holistik Integratif. 

Pasal 7 

(1) Sasaran PAUD-HI pada satuan pendidikan di Kabupaten 

Gorontalo Utara, adalah: 

a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai 

anak usia dini, 

satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak 

usia dini baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

Daerah maupun masyarakat, 

pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang 

t 
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menyelenggarakan pendidikan anak u s i a d ini ; 

d. kader-kader masyaraka t seperti posyandu, b ina ke luarga bal i ta, 

t aman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan 

kader-kader masyaraka t yang sejenis; 

e. penyelenggara pe layanan; 

f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyaraka tan , 

dan organisasi keagamaan; 

g. media massa ; dan 

h . lembaga swadaya masyaraka t , d u n i a u s a h a , dan mi t ra 

pembangunan nas ional dan in temas iona l . 

(2) S a t u a n pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan a n a k 

u s i a d in i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b mel iputi : 

a . sa tuan pendidikan a n a k u s i a d in i berbentuk t aman k a n a k - k a n a k 

(TK); kelompok bermain (KB) ; t aman penit ipan a n a k (TPA), 

a tau bentuk s a t u a n pendidikan anak u s i a d in i j a l u r nonformal 

sejenis; dan 

b. s a tuan pendidikan nonformal berbentuk pusat kegiatan 

belajar masya raka t (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB) 

a tau s a t u a n pendid ikan nonformal sejenis. 

(3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

h u r u f e, a n t a r a la in : 

a . penyelenggara pe layanan kesehatan dan gizi y a k n i pusa t 

kesehatan masyaraka t dengan d idukung oleh ja r ingan pe layanan 

Puskesmas dan je jar ing fasi l i tasi pe layanan kesehatan; 

b. penyelenggara pe layanan peningkatan kapas i tas orang t u a dan 

anggota ke luarga l a innya da lam mengasuh dan membina t u m b u h 

kembang a n a k y a k n i kelompok b ina ke luarga bal i ta (BKB ) a t au 

sebutan la innya ; 

c. penyelenggara pe layanan pembangunan kesehatan bersumber 

daya masya raka t y a k n i pos pe layanan terpadu (Posyandu) a t au 

sebutan la innya ; dan 

d. penyelenggara pe layanan keagamaan. 
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menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, 

kader-kader masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, 

taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan 

kader-kader masyarakat yang sejenis, 

penyelenggara pelayanan: 

perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, 

dan organisasi keagamaan, 

media massa, dan 

lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra 

pembangunan nasional dan internasional. 

(2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak 

usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. satuan pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak 

(TK), kelompok bermain (KB): taman penitipan anak (TPA), 

atau bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal 

sejenis, dan 

satuan pendidikan nonformal berbentuk pusat kegiatan 

belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB) 

atau satuan pendidikan nonformal sejenis. 

(3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e, antara lain: 

a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni pusat 

kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan 

Puskesmas dan jejaring fasilitasi pelayanan kesehatan, 

b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan 

C. 

anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh 

kembang anak yakni kelompok bina keluarga balita (BKB) atau 

sebutan lainnya, 

penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber 

daya masyarakat yakni pos pelayanan terpadu (Posyandu) atau 

sebutan lainnya, dan 

d. penyelenggara pelayanan keagamaan. 
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B A B V I 

T U G A S DAN TANGGUNG J A W A B 

Pasa l 8 

(1) Penyelenggaran PAUD-HI pada sa tuan pendidikan 

merupakan tanggungjawab bersama an ta ra Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Desa dan masyarakat . 

(2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan 

ketersediaan l ayanan PAUD pal ing sedikit 1 (satu) Desa terdapat 1 

(satu) PAUD. 

(3) Anak u s i a d in i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) y a k n i anak 

sejak lah i r sampa i dengan 6 (enam) t a h u n dengan prior i tas u s i a 5 

(lima) sampa i dengan 6 (enam) t a h u n . 

(4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI pada sa tuan pendid ikan 

oleh pemerintah Daerah d i l a k u k a n secara terintegrasi, sinergi, dan 

berpedoman kepadanorma, standar, prosedur, dan kr i ter ia yang 

te lah di tetapkan 

Pemerintah Pusat . 

Pasa l 9 

(1) Bupa t i bertanggung j awab atas penyelenggaraan PAUD-HI d i 

T ingkat Kabupaten. 

(2) Camat bertanggung j awab atas penyelenggaraan PAUD-HI di 

T ingkat Kecamatan. 

(3) Kepala Desa bertanggung j awab a tas penyelenggaraan PAUD-HI di 

T ingkat Desa. 

Pasa l 10 

(1) Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 9 

ayat (1) d i l aksanakan oleh: 

a . D inas yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintah di bidang 

Pendidikan; 

b. D inas yang menyelenggarakem u r u s a n pemerintah di bidang 

Kesehatan; 
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BAB VI 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal 8 

(1) Penyelenggaran PAUD-HI pada satuan pendidikan 

merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Desa dan masyarakat. 

(2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan 

ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) Desa terdapat 1 

(satu) PAUD. 

(3) Anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak 

sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 

(lima) sampai dengan 6 (enam) tahun. 

(4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI pada satuan pendidikan 

oleh pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan 

berpedoman kepadanorma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

telah ditetapkan 

Pemerintah Pusat. 

Pasal 9 

(1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di 

Tingkat Kabupaten. 

(2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di 

Tingkat Kecamatan. 

(3) Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di 

Tingkat Desa. 

Pasal 10 

(1) Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1) dilaksanakan oleh: 

a. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 

Pendidikan, 

b. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 

Kesehatan: 
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c. D inas yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintah di bidang 

Sos ia l , dan d inas yang menyelenggarakan u r u s a n di bidang 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; 

d. D inas yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintah di bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , 

Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan Anak ; dan 

e. D inas yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintah 

d i bidang Kependudukan dan Pencatatan S ip i l . 

(2) Pe laksanaan tugas dan tanggungjawab oleh D inas sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d ikoord inas ikan oleh Sekretar is Daerah. 

Pasa l 11 

D inas yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintah di bidang Pendidikan 

sebagaimana d imaksud da lam pasa l 10 ayat (1) h u r u f a me l aksanakan 

pelayanan, fasi l i tasi , b imbingan teknis , superv is i , advokasi , pe lat ihan, 

evaluasi dan pelaporan terkait l ayanan pendidikan anak u s i a d in i 

secara H I sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 5 ayat (2). 

Pasa l 12 

D inas yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintah di bidang Kesehatan 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 10 ayat (1) h u r u f b me l aksanakan 

pe layanan, fasi l i tasi , bimbingan teknis , superv is i , advokasi , pelat ihan, 

eva luas i dan pelaporan terkai t l ayanan kesehatan pal ing sedikit 

mel iputi pemer iksaan kesehatan, gizi, imun i sas i , pemberian v i tamin 

kepada anak , dan penyu luhan kesehatan u n t u k orang tua . 

Pasa l 13 

D inas yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintah d i bidang Sos ia l 

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana d imaksud da lam pasa l 

10 ayat (1) h u r u f c me l aksanakan pe layanan, fasi l i tasi , bimbingan teknis , 

superv is i , advokasi , pelat ihan, eva luas i dan pelaporan terkait l ayanan 

sosial pal ing sedikit mel iputi per l indungan, rehabi l i tasi u n t u k anak yang 

mengalami k a s u s kekerasan , a t a u penelantaran, dan pen3ruluhan kepada 

orang t u a kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa terkait 
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c. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 

Sosial, dan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

d. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan 

e. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah 

di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

(2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

Pasal 11 

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a melaksanakan 

pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, 

evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini 

secara HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). 

Pasal 12 

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b melaksanakan 

pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, 

evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan paling sedikit 

meliputi pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin 

kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua. 

Pasal 13 

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sosial 

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 

10 ayat (1) huruf c melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, 

supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan 

sosial paling sedikit meliputi perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang 

mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada 

orang tua kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa terkait 
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komitmen, pe laksanaan dan kemi t raaan da lam PAUD-HI pada sa tuan 

pendidikan. 

Pasa l 14 

D inas yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintah di bidang Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan 

per l indungan a n a k sebagaimana d imaksud da lam pasa l 10 ayat (1) h u r u f 

d me l aksanakan pelayanan, fasi l i tasi , bimbingan teknis , superv is i , 

advokasi , pelat ihan, evaluasi , dan pelaporan terkait l ayanan penyu luhan 

tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga, 

per l indungan a n a k dar i segala bentuk kekerasan , penelantaran, 

per lakuan yang sa lah , dan eksploi tasi di m a n a p u n a n a k berada. 

Pasa l 15 

D inas yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintah di bidang 

Kependudukan dan Cata tan Sip i l sebagaimana d imaksud da lam pasa l 

10 ayat (1) h u r u f e me laksanakan pelayanan, fasi l i tasi , bimbingan 

teknis , superv is i , advokasi dan penyu luhan kepada orang t u a anak di 

s a tuan pendid ikan terkait pendataan a n a k u s i a d in i dan pemenuhan h a k 

a n a k memi l ik i identitas a k t a ke lah i ran . 

B A B V I I 

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD H I PADA SATUAN PENDID IKAN 

Pasa l 16 

(1) D inas Pendidikan dan Pemerintah Desa me laksanakan 

pendataan, penghitungan kebutuhan , dan memast ikan ketersediaan 

l a yanan pendidikan anak u s i a d in i pal ing sedikit 1 (satu) desa terdapat 

1 (satu) l ayanan pendidikan a n a k u s i a d in i . 

(2) Ketersediaan layanan pendidikan anak u s i a dini sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) u n t u k anak u s i a 0 (nol) sampa i dengan 6 

(enam) t ahun dengan prior i tas u s i a 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) 

t a h u n . 
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komitmen, pelaksanaan dan kemitraaan dalam PAUD-HI pada satuan 

pendidikan. 

Pasal 14 

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf 

d melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, 

advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan penyuluhan 

tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga, 

perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, 

perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada. 

Pasal 15 

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 

Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 

10 ayat (1) huruf e melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan 

teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di 

satuan pendidikan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak 

anak memiliki identitas akta kelahiran. 

BAB VII 

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN 

Pasal 16 

(1) Dinas Pendidikan dan Pemerintah Desa melaksanakan 

pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan 

layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 

1 (satu) layanan pendidikan anak usia dini. 

(2) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 

(enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) 

tahun. 
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Pasa l 17 

(1) S a t u a n pendid ikan yang menyelenggarakan pendid ikan a n a k 

u s i a d in i sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 7 ayat (2) berperan 

sebagai penyelenggara l ayanan pendid ikan bagi a n a k u s i a d in i secara 

H I dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dar i d inas 

pendid ikan. 

(2) Layanan pendidikan bagi a n a k u s i a d in i secara H I sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d i l aksanakan mand i r i a t au bermitra dengan 

penyelenggara dan/a tau tenaga pe layanan kesehatan, gizi, 

perawatan, pengasuhan, per l indungan, dan/atau kesejahteraan anak . 

Pasa l 18 

S a t u a n pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan a n a k u s i a d in i 

secara HI sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 7 ayat (2) memi l ik i tugas 

dan tanggungjawab un tuk : 

a. m e n y u s u n K u r i k u l u m Tingkat S a t u a n Pendidikan 

(KTSP j /Kur i l ku lum Merdeka dengan mempert imbangkan keterpaduan 

aspek dalaim pengembangan anak u s i a dini PAUD HI ya i tu 

Pendidikan, Kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan dan 

per l indungan anak ; 

b. menerapkan K T S P / K u r i k u l u m merdeka ke da lam program ru t in 

(bulanan, mingguan, dan hairian yang memuat komponen pe laksanaan 

PAUD-HI ; 

c. menyediakan s a r a n a dan p rasa rana layanan PAUD-HI di sa tuan 

pendidikan; 

d. bekerj a s a m a dengan orang t u a ser ta tokoh masyaraka t da lam 

pe laksanaan program Parenting; 

e. bergabung dalam organisasi profesi seperti I ka tan G u r u T a m a n 

K a n a k - K a n a k Indonesia ( IGTKI) a t au H impunan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Anak U s i a D in i Indonesia (HlMPAUDl) , dan akt i f di 

Gugus PAUD u n t u k memper luas j a r ingan kemi t raan ; 

f. bermitra dengan penyelenggara l ayanan kesehatan, gizi, 

pengasuhan, perawatan, kesejahteraan, dan/a tau per l indungan anak; 

dan 
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Pasal 17 

(1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak 

usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berperan 

sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara 

HI dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari dinas 

pendidikan. 

(2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara HI sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan 

penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, 

perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak. 

Pasal 18 

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini 

secara HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki tugas 

dan tanggungjawab untuk: 

a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP)/Kurilkulum Merdeka dengan mempertimbangkan keterpaduan 

aspek dalam pengembangan anak usia dini PAUD HI yaitu 

Pendidikan, Kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan dan 

perlindungan anak, 

b. menerapkan KTSP/Kurikulum merdeka ke dalam program rutin 

(bulanan, mingguan, dan harian yang memuat komponen pelaksanaan 

PAUD-HI, 

c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD-HI di satuan 

pendidikan, 

d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam 

pelaksanaan program Parenting, 

e. bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman 

Kanak- Kanak Indonesia (IGTKI) atau Himpunan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), dan aktif di 

Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan, 

f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, 

pengasuhan, perawatan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak, 

dan 
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g. melaporkan program PAUD-HI d isa tuan PAUD kepada ins tans i terkait 

u n t u k mendapatkan pembinaan dan fasi l i tasi sumber 

Pasa l 19 

Puskesmas , Posyandu a t a u sebutan l a innya menyelenggarakan layanan 

pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang t u a dan a n a k pal ing sedikit 

penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan ser ta 

pemberian a s u p a n m a k a n a n bergizi/vitamin. 

Pasa l 20 

Kelompok B i n a Ke luarga Ba l i t a (BKB ) a tau sebutan l a innya 

menyelenggarakan layanan t u m b u h kembang anak , penanaman karakter 

dan a k h l a k mela lu i peran serta orang t u a a n a k u s i a dini . 

B A B V I I I 

G U G U S T U G A S 

Pasa l 2 1 

(1) Da lam rangka melaksanaikan l ayanan PAUD-HI dibentuk Gugus Tugas. 

(2) U n s u r gugus tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdir i dar i 

ins tans i l in tas sektor, Akademis i , organisasi m i t ra dan organisasi 

profesi. 

(3) Gugus tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tetapkan 

dengan Keputusan Bupa t i . 

Pasa l 22 

Gugus tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 21 bertugas: 

a . mengkoordinasikan pembuatan kebi jakan PAUD-HI ; 

b. meny inkronkan penyusunan r encana program, kegiatan, dan 

anggaran PAUD-HI pada sa tuan pendidikan pada organisasi 

perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara ; 

c. memobi l isasi sumber dana , s a r a n a dan sumber daya da lam 

rangka pe laksanaan PAUD-HI pada sa tuan pendidikan; 

d. mengkoordinasikan pe laksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI 

pada sa tuan pendidikan; 
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g. melaporkan program PAUD-HI disatuan PAUD kepada instansi terkait 

untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber 

Pasal 19 

Puskesmas, Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan 

pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak paling sedikit 

penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta 

pemberian asupan makanan bergizi/vitamin. 

Pasal 20 

Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) atau sebutan lainnya 

menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, penanaman karakter 

dan akhlak melalui peran serta orang tua anak usia dini. 

BAB VIII 

GUGUS TUGAS 

Pasal 21 

(1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD-HI dibentuk Gugus Tugas. 

(2) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

instansi lintas sektor, Akademisi, organisasi mitra dan organisasi 

profesi. 

(3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 22 

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas: 

a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI, 

b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan 

anggaran PAUD-HI pada satuan pendidikan pada organisasi 

perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara, 

c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam 

rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan, 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI 

pada satuan pendidikan, 
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e. menyelenggarakan advokasi da lam rangka pe laksanaan PAUD-HI 

pada sa tuan pendidikan. 

Pasa l 23 

(1) Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 22 

tugas Gugus Tugas dapat membentuk S u b Gugus Tugas di 

T ingkat OPD, Kecamatan dan Desa. 

(2) S u b Gugus Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mempunya i 

tugas: 

a . mengkoordinasi p enyusunan kebi jakan PAUD-HI di T ingkat 

Kecamatan dan Desa; 

b. meny inkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan 

anggaran PAUD-HI pada D inas , B a d a n dan lembaga non 

Pemerintah; 

c. m e n y u s u n rencana ker ja penyelenggaraan PAUD-

H I ; dan d. membuat pemetaan s i tuas i s tunt ing dan 

s ta tus gizi anak . 

(3) S u b Gugus Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) di tetapkan 

dengan Keputusan Kepala D inas bagi S u b Gugus Tugas t ingkat 

Kabupaten, Keputusan Camat bagi S u b G u g u s Tugas t ingkat 

Kecamatan , dan Keputusan Kepala D e s a / L u r a h bagi S u b Gugus 

Tugas Desa/Ke lurahan . 

Pasa l 24 

(1) S t r u k t u r Gugus Tugas terdir i dar i : 

a. Bupa t i , sebagai penanggung jawab ; 

b. Sekre tar is Daerah , sebagai ke tua u m u m ; 

c. Asisten Sekretar is Daerah , sebagai ke tua pe laksana; 

d. Kepa la B a d a n B a d a n Perencanaan, Penel it ian dan 

Pengembangan, sebagai Sekretar is ; 

e. Kepa la D inas Pendidikan sebagai ke tua S u b Gugus Tugas 

Pendid ikan Anak U s i a D in i ; 

f. Kepa la D inas Kesehatan, sebagai Ke tua S u b Gugus Tugas 

Kesehatan ibu dan a n a k u s i a d in i ; 
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e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI 

pada satuan pendidikan. 

Pasal 23 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

tugas Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas di 

Tingkat OPD, Kecamatan dan Desa. 

(2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas: 

a. mengkoordinasi penyusunan kebijakan PAUD-HI di Tingkat 

Kecamatan dan Desa, 

b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan 

anggaran PAUD-HI pada Dinas, Badan dan lembaga non 

Pemerintah: 

c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan PAUD- 

HI, dan d. membuat pemetaan situasi stunting dan 

status gizi anak. 

(3) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Dinas bagi Sub Gugus Tugas tingkat 

Kabupaten, Keputusan Camat bagi Sub Gugus Tugas tingkat 

Kecamatan, dan Keputusan Kepala Desa/Lurah bagi Sub Gugus 

Tugas Desa/Kelurahan. 

Pasal 24 

(1) Struktur Gugus Tugas terdiri dari: 

a. Bupati, sebagai penanggung jawab, 

b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua umum, 

c. Asisten Sekretaris Daerah, sebagai ketua pelaksana, 

d. Kepala Badan Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan, sebagai Sekretaris, 

e. Kepala Dinas Pendidikan sebagai ketua Sub Gugus Tugas 

Pendidikan Anak Usia Dini, 

f. Kepala Dinas Kesehatan, sebagai Ketua Sub Gugus Tugas 

Kesehatan ibu dan anak usia dini, 
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g. Kepa la D inas Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana Ke tua S u b Gugus Pengasuhan Anak U s i a D in i ; 

h . Kepala D inas Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan Anak, 

sebagai Ke tua S u b Gugus Tugas Per l indungan Anak U s i a D in i ; 

i . Kepa la D inas Sosia l , s e b a g a i Ke tua S u b Gugus Tugas 

Kese jahteraan A n a k U s i a D in i ; dan 

j . P impinan Perangkat Daerah terkait , sebagai anggota Gugus 

Tugas dan/atau anggota S u b Gugus Tugas. 

(2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

h a r u s mel ibatkan pajabat teknis se tara eselon 3 dan eselon 4 

dar i Perangkat Daerah teknis yang terkait 

Pasa l 25 

(1) S t r u k t u r S u b Gugus Tugas Kecamatan terdir i dar i : 

a. Camat , Sebagai ke tua ; 

b. Kepala seks i yang membidangi pemberdayaan masyaraka t kantor 

camat, sebagai sekretar is ; 

c. P impinan yang menangani bidang Pendidikan, sebagai w a k i l 

k e tua bidang pendidikan a n a k u s i a d ini ; 

d. P impinan yang membidangi bidang kesehatan, sebagai wak i l 

k e tua bidang kesehatan ibu dan anak ; 

e. P impinan yang membidangi per l indungan dan pengasuhan anak , 

sebagai wak i l k e tua bidang per l indungan dan pengasuhan anak ; 

dan 

f. P impinan yang membidangi kese jahteraan anak u s i a d ini , sebagai 

wak i l k e tua bidang kese jahteraan a n a k u s i a dini . 

(2) S t r u k t u r S u b Gugus Tugas Kecamatan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) dapat mel ibatkan pengurus organisasi kemasyaraka tan dan 

organisasi profesi yang terkait , sebagai anggota sub gugus tugas. 

(3) S t ruk tu r , tugas, fungsi dan tanggungjawab S u b Gugus Tugas 

t ingkat Kecamatan di tetapkan dengan Keputusan Camat . 

Pasa l 26 

(1) S t r u k t u r S u b Gugus Tugas t ingkat Desa terdiri dar i : 

a . Kepa la Desa, sebagai Ketua ; 
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g. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana Ketua Sub Gugus Pengasuhan Anak Usia Dini, 

h. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Perlindungan Anak Usia Dini, 

i. Kepala Dinas Sosial, sebagai Ketua Sub Gugus Tugas 

Kesejahteraan Anak Usia Dini, dan 

j. Pimpinan Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota Gugus 

Tugas dan/atau anggota Sub Gugus Tugas. 

(2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus melibatkan pajabat teknis setara eselon 3 dan eselon 4 

dari Perangkat Daerah teknis yang terkait 

Pasal 25 

(1) Struktur Sub Gugus Tugas Kecamatan terdiri dari: 

a. Camat, Sebagai ketua, 

b. Kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat kantor 

camat, sebagai sekretaris, 

c. Pimpinan yang menangani bidang Pendidikan, sebagai wakil 

ketua bidang pendidikan anak usia dini, 

d. Pimpinan yang membidangi bidang kesehatan, sebagai wakil 

ketua bidang kesehatan ibu dan anak, 

e. Pimpinan yang membidangi perlindungan dan pengasuhan anak, 

sebagai wakil ketua bidang perlindungan dan pengasuhan anak, 

dan 

f. Pimpinan yang membidangi kesejahteraan anak usia dini, sebagai 

wakil ketua bidang kesejahteraan anak usia dini. 

(2) Struktur Sub Gugus Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat melibatkan pengurus organisasi kemasyarakatan dan 

organisasi profesi yang terkait, sebagai anggota sub gugus tugas. 

(3) Struktur, tugas, fungsi dan tanggungjawab Sub Gugus Tugas 

tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat. 

Pasal 26 

(1) Struktur Sub Gugus Tugas tingkat Desa terdiri dari: 

a. Kepala Desa, sebagai Ketua, 
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b. Kepala Seks i u r u s a n yang membidangi pemberdayaan 

masyaraka t desa di kantor Desa, sebagai Sekretar is ; 

c. U n s u r pengelola/pendidik PAUD sebagai w a k i l k e tua bidang 

Pendid ikan 

Anak U s i a D in i ; 

d. B i d a n Desa sebagai wak i l k e tua bidang kesehatan ibu dan anak ; 

e. U n s u r Kader/Pengelola B K B , sebagai waMl ke tua bidang 

pengasuhan a n a k u s i a d in i ; 

f. U n s u r P K K Desa, sebagai wak i l k e tua bidang kesejahteraan dan 

pel indungan anak u s i a d ini ; dan 

g. U n s u r lembaga kemasyaraka tan t ingkat Desa , organisasi profesi 

t ingkat desa, pengelola/pendidik PAUD, kader Posyandu, dan 

kader/pengelola B K B dapat menjadi anggota S u b Gugus Tugas 

t ingkat Desa . 

(2) S t ruk tu r , tugas, fungsi dan tanggung j awab t ingkat Desa d ia tur lebih 

lanjut dengan Keputusan Kepala Desa. 

B A B IX 

P E R A N S E R T A MASYARAKAT 

Pasa l 27 

(1) Masyarakat berperan serta da lam pe laksanaan PAUD-HI pada 

sa tuan pendidikan ba ik secara perorangan, kelompok, m a u p u n 

organisasi . 

(2) Peran serta masya raka t sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

dapat d i l aksanakan mela lu i : 

a . pemberian s a r a n , pemik i ran terkait dengan kebi jakan 

dan/a tau pe laksanaan PAUD-HI pada sa tuan pendidikan; 

b. penyebar luasan informasi kepada masya raka t l u a s terkai t dengan 

PAUD- HI pada sa tuan pendidikan; 

c. pemantauan dan eva luas i pe laksanaan PAUD-HI pada sa tuan 

pendidikan; 

d. dukungan sumberdaya; dan/a tau 

e. penyediaan tempat, s a r a n a dan p rasa rana l a innya bagi 

pe laksanaanPAUD-HI pada sa tuan pendidikan. 
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(2) 

b. Kepala Seksi urusan yang membidangi pemberdayaan 

masyarakat desa di kantor Desa, sebagai Sekretaris, 

c. Unsur pengelola/pendidik PAUD sebagai wakil ketua bidang 

Pendidikan 

Anak Usia Dini: 

d. Bidan Desa sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak, 

e. Unsur Kader/Pengelola BKB, sebagai wakil ketua bidang 

pengasuhan anak usia dini, 

f. Unsur PKK Desa, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan dan 

pelindungan anak usia dini, dan 

g. Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Desa, organisasi profesi 

tingkat desa, pengelola/pendidik PAUD, kader Posyandu, dan 

kader/pengelola BKB dapat menjadi anggota Sub Gugus Tugas 

tingkat Desa. 

Struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab tingkat Desa diatur lebih 

lanjut dengan Keputusan Kepala Desa. 

BAB IX 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 27 

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI pada 

satuan pendidikan baik secara perorangan, kelompok, maupun 

organisasi. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilaksanakan melalui: 

a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan 

dan/atau pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan, 

penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan 

PAUD- HI pada satuan pendidikan, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan 

pendidikan, 

dukungan sumberdaya, dan/atau 

penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi 

pelaksanaanPAUD-HI pada satuan pendidikan. 
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B A B X 

PEMBIAYAAN 

Pasa l 28 

(1) Pemerintah Daerah mengalokas ikan anggaran u n t u k 

mengembangkan layanan PAUD-HI . 

(2) Alokasi anggaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bersumber dar i 

anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan 

dan belanja Desa. 

(3) Sumber dana dar i swas ta d ih impun dengan menerapkan prinsip 

kemit raan an ta ra swas ta dan Pemerintah Daerah . 

B A B X I 

PENGHARGAAN 

Pasa l 29 

(1) Pemerintah Daerah dapat member ikan penghargaan kepada setiap 

orang dan badan h u k u m yang berprestasi da lam penyelenggaraan 

pengembangan anak u s i a d in i -HI . 

(2) Ben tuk dan kr i ter ia penghargaan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) d iatur lebih lan jut dengan Keputusan Bupa t i . 

B A B X l l 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa l 30 

Pembinaan dan pengawasan terhadap pe laksanaan pengembangan 

a n a k u s i a d in i -HI secara tekn ik operasional terhadap 

penyelenggaraan pengembangan anak u s i a d ini -HI d i l aksanakan oleh 

ins tans i teknik yang bertanggungjawab langsung di bidang 

pengembangan a n a k u s i a d in i H I . 

B A B X l l I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 3 1 

Peraturan Bupa t i i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Kadis 1 
Pendidjkan 

Kabag Hukum Asisten Sekda 

a/ y 

BAB X 

PEMBIAYAAN 

Pasal 28 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk 

mengembangkan layanan PAUD-HI. 

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan 

dan belanja Desa. 

(3) Sumber dana dari swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip 

kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah. 

BAB XI 

PENGHARGAAN 

Pasal 29 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap 

orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan 

pengembangan anak usia dini-HI. 

(2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

BAB XII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 30 

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan 

anak usia dini-HI secara teknik operasional terhadap 

penyelenggaraan pengembangan anak usia dini-HI dilaksanakan oleh 

instansi teknik yang bertanggungjawab langsung di bidang 

pengembangan anak usia dini HI. 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Kadis Kabag Hukum | Asisten Sekda 

Pendidfkan | 

oi ka Y 



Agar setiap orang mengetahuinya memer in tahkan pengundangan 

Peraturan Bupa t i in i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara . 

Ditetapkan di Kwandang 

Pada tanggal ^ \MAt(:X 2 0 2 ^ 

Pj. B U P A T I GORONT^JkO UTARA, 

S I L A N. B O T U T I H E 

D iundangkan di Kwandang 

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR S T / 

Ka|is Kabag Hukum Asisten Sekda 
Pejuidikan 

V i 1 

“ 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara. 

Ditetapkan di Kwandang 

Pada tanggal 6 MARET 2024 

Pj. BUPATI GORONT. UTARA, 4 

SILA N. BOTUTIHE 

Diundangkan di Kwandang 

pada tanggal 6 WARET R02Y 

DAERAH KABU EN GORONTALO UTARA, 

SULBMAN LAKORO 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR s7 

| Kadis Kabag Hukum | Asisten | Sekda 
Pegdidikan | | 

aa 


